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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Efektivitas Divisi Layanan Hukum PPT Jawa Timur 

Keberhasilan Divisi Layanan Hukum PPT terhadap upaya pemenuhan 

hak-hak istri korban KDRT dalam pengajuan cerai gugat telah berjalan cukup 

efektif diukur dengan skala rasio karena telah berhasil membantu mendapatkan 

hak istri korban KDRT sebesar 43% dalam 3 tahun terakhir. 

2.  Peran Divisi Layanan Hukum PPT Jawa Timur 

Divisi layanan hukum dalam mengupayakan hak-hak istri korban KDRT 

yang mengajukan cerai gugat memiliki peran dalam hal bentuk penyelenggaraan 

layanan hukum untuk menangani korban kekerasan terhadap perempuan dan anak 

yang meliputi: Konsultasi Hukum, Mediasi, Pendampingan Hukum, Investigasi, 

dan dukungan Pendaftaran Acara. Hal tersebut dilakukan dengan strategi agar 

mempermudah dalam mendapatkan hak-hak istri korban KDRT yang 

mengajukan cerai gugat. 

B. Saran 

Setelah penulis melakukan penelitian ini penulis memberikan saran: 

1. Selama proses berlangsungnya upaya pemenuhan hak istri korban KDRT 

dalam pengajuan cerai gugat pihak layanan hukum ada baiknya 
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melakukan pendampingan secara mendalam. Dan untuk PPT memberikan 

penguatan secara psikis agar korban siap dalam menghadapi setiap upaya 

hukum. 

2.  Menambah jumlah anggota layanan hukum agar kasus yang diterima PPT 

dapat diselesaikan dengan proses hukum yang tepat, cepat, dan efisien. 

Hal ini untuk menghindari adanya perubahan keputusan korban yang 

akhirnya memilih tidak menyelesaikan kasusnya. Juga untuk menghindari 

adanya kesulitan dalam mengumpulkan alat bukti. 

 


